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EVALUATION POLICY
JOINT REGULATION OF THE MINISTER OF NUMBER 9/8, 2006
IN ORDER TO REGIONAL AUTONOMY IN THE PROVINCE RIAU ARCHIPELAGO
By:  Edy Akhyari

Abstract

Regulation No. 23 of 2014 , government affairs that do not fall under the local governance of which is the issue of religion . Remove with his Joint Ministerial Regulation ( PBM ) No. 9/8 2006 on Duties of Regional Head / Deputy Head of the maintenance of religious harmony , religious harmony Forum empowerment and the establishment of houses of worship in the area , the local governments are asked to participate in inter- religion harmony tackle these problems in order to maintain harmony among the people , so to materialized peace and harmony on all levels of public life .
A few people looking at the problem of inter-religious harmony a trivial problem , but if it is allowed to continue to have an impact on the wider unrest and prove of fateful , because the issue of religion is a matter of human rights and fundamental and the most essential problem , a group of people willing to sacrifice what treasures , objects and even one's life for a religion that believes . This study aims to ( 1 ) To determine the implementation of regulatory policy with ministers numbers 9/8 years . ( 2 ) To determine the policy implementation constraints joint ministerial regulation number 9/8 in 2006 in the framework of local autonomy. Plan research will be conducted by descriptive evaluative . Results of this study joint regulation temporarily considered effective but many weaknesses in almost every contents and clause

Keyword : Religius Harmony
Pendahuluan
Pemerintah dan Pemerintahan daerah otonomi merupakan suatu kesatuan dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah tersebut diharapkan, pemerintah daerah dapat berperan dalam percepatan pembangunan, mengatur dan mengurus kebutuhan daerah serta rumah tangganya sendiri untuk terujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
1. 
Peningkatan pelayanan
2. 
Pemberdayaan 

3.  Peningkatan peran masyarakat
4.
Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, ketertiban dan kerukunan, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai salah satu peran dan tangung jawab kepala daerah di daerah otonom adalah menyangkut masalah kerukunan antar umat beragama. Perlu disadari bahwa masalah agama adalah masalah hakiki dan prinsip bahwa beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas memilih agama dan kepercayaanya, negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang​-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Disamping itu pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, damai dan tertib. Perlu di sadari pula bila terjadi konflik antar umat beragama seseorang akan rela berbuat apa saja demi agama yang dinyakininya, Keberadaan pemerintah tidak sebatas sebagai pemadam kebakaran, berfugsi aktif dan responsif bila telah terjadi konflik. 
Kerukunan antar umat beragama akan membawa ketenanggan dan kedamaian disuatu daerah kondisi umat saat ini menentukan kondisi suatu daerah secaraa umum. Sehingga kerukunan umat beragama merupakan barometer dari kerukunan nasional. Setiap kepala daerah harus belajar dari beberapa kasus umat beragama yang terjadi di daerah lain di Indonesia,yang tidak ditnggani secara serius yang akhirnya akan sulit diatasi serta memakan korban harta, benda dan bahkan nyawa yang tidak ternilai harganya.

Dalam rangka ikut berpartisipasi memelihara kerukunan umat beragama dalam ujud otonomi, maka semua pemeluk agama termasuk pemerintah perlu adanya kesamaan pandang terhadap makna yang terkandung dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) dalam negeri dan menteri agama  nomor 9 dan 8 2006 tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM ini secara tegas memberikan tugas kepada kepala daerah Gubernur/wakil gubernur, Bupati/wakil bupati untuk melaksanakan tugas pemerliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Pemberlakuaan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, yang telah berjalan hampir 10 tahun, sementara dianggap effektif dalam memelihara kerukunan antar umat beragama khususnya di Propinsi Kepulauan Riau, karena berbagai persoalan yang menyangkut masalah antar umat beragama dapat diredam dan diminimalisir, akan tetapi dalam pelaksanaanya  beberapa  masalah dan kendala di jumpai diantaranya :

1. Kurang berperannya kepala daerah dalam menjalankan amanat PBM ini dan beberapa tugas ini lebih dilimpahkan kepada forum yang dibentuk (FKUB), hal ini dirasakan berat terutama FKUB Kabupaten dan Kota karena tugas dan fungsinya yang lebih berat secara operasional karena menyangkut rekomundasi pendirian rumah ibadah (karena kondisi wilayah dan kondisi fisikis lainya), belum lagi jika ditinjau dari sudut pedanaan yang minim.
2. Kurang jelasnya persyaratan-persyaratan minimal untuk mendirikan rumah ibadat baik persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung (pasal 14) belum lagi jika kondisi ini dikaitkan dengan izin mendirikan bangunan (IMB) hal ini sering mengakibatkankan perseteruan antar umat dalam beribadah.
3. Kurang jelasnya batas waktu untuk merespon  suatu permohonan pendirian rumah ibadat dan siapa yang harus bertangung jawab secara langsung.
4. Sering kali terjadi penyalah gunaan rumah tinggal/ruko sebagai rumah ibadat yang berakibatkan umat agama lainnya terganggu.
5. Kurang  transparannya rencana pembangunan rumah ibadat pada penduduk sekitar lokasi, dan hal ini tidak jarang menimbulkan penolakan oleh sekelompok masyarakat.
6. Kurang  adanya komunikasi antar pemuka agama pada tingkat akar rumput, sehingga sering terjadi konflik penyiaran antar umat beragama dan penodaan agama.
Dari beberapa masalah tersebut perlu dilakukan serangkaian evaluasi terhadap Kebijakan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri agama dan menteri dalam negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Propinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan untuk mengetahui kondisi yang objektif dari kerukunan umat beragama di Propinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilakukan secara deskriftif evaluatif. Dalam rangka melengkapi data hasil hasil penelitian tim juga melakukan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan  metode kualitatif (Noong Muhajir, 341:2000)  yang mengandalkan  data primer dari hasil wawancaara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, seperti  UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), PBM Nomor 9 dan 8  tahun 2006, bahan seminar dan loka karya serta bahan pemaparan dalam raker FKUB yang diadakan oleh Propinsi maupun Kabupaten dan Kota. Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Kepulauan Riau.
Analsis dan pembahasan
A. Regulasi yang mendasari

Tujuh tahun era reformasi Indonesia (1998 -2006) telah lahir kebijakan nasional yang mendasar dan konstruktif dalam pembangunan dan jaminan kebebasan beragama. Perubahan UUD 1945 dalam 4 tahap (1999-2002) yang menyangkut hak keagamaan warga negara dan beberapa legislasi hukum nasional yang berkaitan dengan masalah keagamaan banyak dipengaruhi oleh prinsip HAM. Kondisi ini bisa dilihat dari tiga regulasi dasar yaitu (Isharyanto, 2009: 1-2), Pertama UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan kembali kemerdekaan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan ; Kedua UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memasukan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan sistematis kepada sebuah kelompok atau asosiasi yang salah satunya berdasarkan identitas agama tertentu bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat ; dan Ketiga Perubahan kedua UUD 45 (tahun 2000) yang menegaskan kembali kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan (pasal 28 E ayat 1 dan pasal 28 I ayat 1).Menurut Ifdhal Kasim (2001; 238-239) kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. 
Di samping itu Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat  Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat, merupakan regulasi yang melengkapi aturan yang menyangkut umat beragama.

Dalam teori kebijakan publik dijelaskan bahwa lahirnya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara dapat mengakibatkan konflik horizontal di masyarakat (Ahmad Syafi’i Mufid, 2010; 8).  Jika dianalisa keberadaan PBM dalam pelaksanaanya terhadap hubungannya dengan fenomena-fenomena yang timbul di masyarakat (masalah yang sering timbul tentang pendirian rumah ibadah) harus dapat dipandang sebagai suatu kerangka berpijak untuk menyusun dan perbaikan regulasi yang lebih baik (evaluasi), karena prikehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang dinamis yang senantiasa berkembang terus sesuai dengan kemajuan zaman. 
Kita ketahui bahwa aturan yang dibuat termasuk PBM di buat berangkat dari fenomena-fenomena atau persoalan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan PBM dalam pelaksanaanya agar terwujud suatu hal yang dinamis perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah PBM ini di pahami dan di jalankan dalam prinsip-prinsip prikehidupan di kalangan masyarakat. Karena dengan evaluasi akan di ketahui kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan, menurut pendapat para ahli suatu evaluasi dilakukan adalah untuk : melihat efektifitas, manfaat program, mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi, kebutuhan, implementtasi serta dampak dari kebijakan umum ( Jones, 1991: 354), dan dari evaluasi ini dapat diketahui keberhasilan dan kekurangan suatu program dalam rangka penyempurnaan  (Daryanto; 1999:28). 
Menurut  Rossi dkk evaluasi adalah sees the ultimate purpose of program  evaluation as being to better  the lot of human kind  by improving social conditions and community life (Rossi dalam William,1995:385) bahwa tujuan utama evaluasi program adalah menjadikan  kemanusiaan  yang lebih baik  melalui peningkatan kondisi sosial dan kehidupan masyarakat. Compton dkk mendefinisi-kan evaluasi adalah suatu metode scientific untuk mengukur proses maupun hasil, evaluasi di tujukan pada pengukuran hasil atau “Summative evaluation dan prosesnya atau formative evaluation yaitu suatu bentuk evaluasi yang mengandung empat elemen :

1. Input yaitu sumber yang diperlukan untuk mengimplementasikan  suatu program yang terdiri dari kondisi penyandang masalah, pembinaan dan dana

2. Kegiatan yaitu hal-hal yang dilakukan dalam melakukan perubahan

3. Output yakni hasil langsung dari program

4. outcome yaitu hasil kemudian dari program ( Dahlan; 1998,37)
B. Kondisi Wilayah dan pendirian rumah ibadah.

Sejak diberlakukan kebijakan otonomi daerah hingga kini Propinsi Keulauan Riau ini memiliki 5 daerah Kabupaten 2 daerah Kota, 66 wilayah Kecamatan dengan 275 desa serta 146 Kelurahan. Propinsi ini memiliki 2.408 pulau, 385 berpenghuni dan memiliki 19 pulau terluar. Propinsi Kepulauan Riau secara geografis terletak pada 07”19’ LU sampai dengan 0”40’ LS 103”3’ BT sampai dengan 110”00’ BT, dengan luas wilayah  251.810,71 Km² dengan perincian darat 10.595 Km² (4 % daratan) laut 241.216 Km² (96 % Lautan). Yang berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja sebelah utara, Bangka Belitung dan Jambi di sebelah selatan, Singapura, Malaysia dan Propinsi Riau sebelah barat, Malaysia dan Propinsi Kalimantan Barat sebelah timur (lihat peta).
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Peta Propinsi Kepulaua Riau

Dengan kondisi geografis daerah ini yang terdiri dari pulau-pula dan dipisakan oleh lautan,kosep pengelolaan kerukunan umat beragamapun memiliki nuansa dan pengelolaan serta permasalahan yang berbeda pula. Jika dikaitkan dengan  pasal 9 tentang rekomundasi yang harus dijalankan FKUB Kab/Kota, maka FKUB Kab/Kota memerlukan dana yang tidak sedikit untuk mentelaah izin pendirian rumah ibadah tersebut, sedangkan FKUB Kab/Kota tidak memiliki pendanaan yang memadai untuk itu disatu sisi dan disisi lain kebutuhan rumah ibadah, adalah kebutuhan nyata sebagai amanat dari pasal 13. Kesulitan juga akan dihadapi jika mengacu kepasal 14,15,16 dan 17.
Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat untuk sementara merupakan merupakan terobosan dan instrumen perekat kerukunan dan merupakan regulasi yang sekarang ini menjadi pijakan utama dalam mendirikan rumah ibadah. 

PBM 2006 mendefinisikan rumah ibadat adalah Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, dikeluarkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat. Persoalan IMB menjadi persoalan tersendiri dalam birokrasi pemerintahan daerah, jika pemahaman birokrasi tentang rumah ibadah tidak dipahami dan dimengerti oleh birokrasi ini akan menambah persoalan baru dalam penerbitannya rumah ibadah.Belum lagi jika persoalan IMB ini di kaitkan dengan tata ruang yang telah di sahkan menjadi Peraturan daerah di daerah otonom masing-masing, dengan dalih tidak sesuai dengan peraturan daerah IMB rumah ibadah kadang tidak diterbitkan, walaupun rekomundasi pendirian rumah ibadah telah didapatkan.(PBM tidak mengatur secara jelas terhadap aturan ini).

Pasal 13 PBM menyebutkan bahwa : (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau Propinsi.

Dalam mendirikan rumah ibadah ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan.Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Selain itu, rumah ibadah juga harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi : (a). daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; (b). dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c). rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama Kabupaten dan Kota; dan (d). rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten dan Kota yang  merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Jika persyaratan pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang terpenuhi sedangkan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Namun demikian haruslah dipahami bahwa pendirian rumah ibadat tidaklah berada dalam ruang kosong. Ia harus menjadi bagian dari komunitas sosial (masyarakat) yang terkadang tidak identik dengan pemeluknya, tetapi lebih luas lagi ia berada dalam tatanan ruang sosial dan psikologis sekaligus karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Syarat dukungan sosiologis sangat dibutuhkan apabila ditinjau dari segi hukum, oleh karenanya pengaturan tersebut harus dihubungkan dengan penafsiran sistematis kepada landasan politik Pendirian rumah ibadat secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum terutama peruntukan sebuaah lokasi yang dikaitkan dengan berbagai kepentingan termasuk tata ruang.

Jumlah penduduk di Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan agama sebanyak 2.159.035 orang , dari jumlah tersebut 1.249.702 orang atau sekitar 57,9 persen penduduk berada di Kota Batam (lihat tabel 1.1), beberapa masalah  pendirian rumah ibadah terjadi diantaranya :
KOTA BATAM

· GEREJA HKBP TIBERIAS (permasalahan belum memiliki IMB rumah ibadah dan adanya penolakan dari sebagian warga).
· GEREJA HKGP AGAPE (permasalahan lokasi Gereja bersampingan dengan
Musholla An-Nur)
· GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH (Gudang Penyimpanan Bahan Bangunan berubah menjadi tempat ibadah)

· GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUNG (permasalahan tidak dapat dukungan dari masyarakat karena penduduk mayoritas masyarakat muslim)

· GEREJA GPDI JEMAAT SILOAM (Permasalahan Tidak mempunyai izin)

· GEREJA GBI CHIKITSU (fasum dibangun Gereja dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat)

·  GEREJA ADVENT (Permasalahan Terjadinya bentrok internal sesama Pengurus Gereja)
· GEREJA GBI (Permasalahan akses menuju tempat ibadah Gereja GBI yang dipagar kawat oleh warga)

· MASJID JABAL NUUR RESIDENCE BATAM CENTRE (Permasalahan Pihak developer melaporkan panitia pembangunan masjid kepada pihak kepolisian)

KOTA TANJUNGPINANG

· GEREJA GPDI (GEREJA PANTEKOSTA DAERAH INDONESIA) (permasalahan kesulitan untuk mendapatkan persyaratan dan rekomendasi persetujuan dari warga) 
· GEREJA MARANATHA (Permasalahan tidak mempunyai izin dan pendirian Gereja)
· GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (Permasalahan tidak mempunyai izin dan tempat hunian berubah fungsi menjadi tempat ibadah (tidak sesuai dengan peruntukannya)
KABUPTEN KARIMUN
· VIHARA DHARMA SHANTI (Permasalahan Patung Khonghucu beserta peralatan sembahyang lainnya dibawa kedalam Vihara Dharma Shanti)

KABUPATEN BINTAN

· GEREJA BETHEL INDONESIA (TG. UBAN )(Permasalahan Belum ada izin dari Kementerian Agama Kab. Bintan dan warga sekitarnya)
· GEREJA CITY BLASING (TG. UBAN )(Permasalahan Belum ada izin dari Kementerian Agama Kab. Bintan dan tidak terdapat peremasalahan terhadap warga sekitarnya tentang keberadaan gereja tersebut)
· GEREJA KRISTEN KEMAL DAUD (TG. UBAN )(Permasalahan Belum ada izin dari Kementerian Agama Kab. bintan dan tidak terdapat peremasalahan terhadap warga sekitarnya tentang keberadaan gereja tersebut

· GEREJA HKBP ( HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN) BINTAN TIMUR (Permasalahan Rumah penduduk di renovasi menjadi Gereja)
· GEREJA BETHEL INDONESIA (BINTAN TIMUR)(Permasalahan Rumah penduduk di renovasi menjadi Gereja)
KABUPATEN NATUNA

· KLENTHENG FUK THEK CHIE ( Permasalahan salah satu pengurus membawa Patung Budha yang diletakan di tempat pemujaan dari warga Khonghucu)
Tabel 1.1

Jumlah penduduk berdasarkan agama
	NO
	KAB / KOTA
	AGAMA
	TOTAL

	
	
	ISLAM
	KRISTEN
	KATOLIK
	HINDU 
	BUDHA
	KONGHUCU
	LAINNYA
	

	1
	Batam
	899.708
	227.246
	40.954
	1.440
	78.935
	1.204
	215
	1.249.702

	2
	Tg. Pinang
	181.516
	14.686
	3.070
	49
	32.378
	600
	20
	232.319

	3
	Bintan
	141.584
	9.431
	3.518
	258
	9.063
	624
	14
	164.492

	4
	Karimun
	232.835
	11.301
	3.378
	78
	32.466
	997
	2
	281.057

	5
	Lingga
	93.294
	1.787
	1.103
	24
	7.232
	28
	113
	103.681

	6
	Natuna
	79.872
	1.281
	342
	12
	1.164
	98
	36
	82.805

	7
	Anambas
	41.462
	1.100
	1.190
	8
	1.218
	1
	0
	44.979

	TOTAL
	1.670.271
	266.832
	53.555
	1.869
	162.556
	3.552
	400
	2.159.035


           Sumber : Disduk Propinsi Kepri 2015
Jika kita melihat komposisi penduduk berdasarkan agama dan berbagai permasalahan yang terjadi hampir sebagian besar masalah tersebut menyangkut pendirian rumah ibadah. Berikut akan dapat kita lihat jumlah rumah ibadah dari masing masing agama.
Tabel 1.2
Jumlah rumah ibadah berdasarkan agama

	NO
	KAB / KOTA
	ISLAM
	KRISTEN
	 KATOLIK 
	HINDU
	BUDHA
	KONGHUCU

	
	
	Masjid
	Mushalla
	Jml
	Gereja
	Gereja
	Kapel
	Jml
	Pura
	Vihara
	Cetiya
	Jml
	Klenteng

	1
	Batam
	680
	493
	1173
	317
	13
	0
	13
	2
	24
	9
	33
	7

	2
	Tg. Pinang
	132
	108
	240
	17
	2
	2
	4
	0
	13
	12
	25
	2

	3
	Bintan
	167
	171
	338
	18
	11
	0
	11
	1
	13
	9
	22
	10

	4
	Karimun
	216
	234
	450
	24
	8
	0
	8
	0
	11
	37
	48
	1

	5
	Lingga
	167
	95
	262
	10
	7
	0
	7
	0
	3
	16
	19
	0

	6
	Natuna
	133
	105
	238
	11
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	2

	7
	Anambas
	92
	53
	145
	3
	4
	0
	4
	0
	2
	0
	2
	0

	TOTAL
	1,587
	1259
	2,277
	400
	45
	2
	47
	3
	70
	83
	153
	22


Sumber : Kanwil Kemenag Propinsi Kepri Agustus 2015

Propinsi Kepulauan Riau, merupakan suatu Propinsi di Indonesia yang majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku, bangsa dan  adat istiadat dan hampir seluruh suku yang ada di Indonesia ada di Propinsi ini. Dengan adanya pluralisme dan keanekaragaman baik suku, agama dan adat istiadat menandakan di daerah ini sebagai tujuan dari berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Perkembangan Propinsi ini di rasakan mengeliat sejak di tetapkannya wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebagai suatu Propinsi ke 33 di Indonesia. Namun daya tarik wilayah ini telah dikenal sejak lama salah satu kota yang berkembang dan maju dengan pesat adalah Kota Batam yang pada awalnya daerah ini ditetapkan sebagai Kawasan Otorita, dengan berbagai kemajuan dan pengembangan di Kota Batam daerah ini juga sempat di jadikan sebagai ibu kota sementara Propinsi Kepulauan Riau. 
Kesadaran untuk mengakui realitas keberagaman menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing individu dapat hidup bebas untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai dengan pilihannya, serta dapat menghargai dan menghormati pendirian orang lain yang berbeda. Dengan tingkat pembangunan yang pesat di Propinsi Kepulauan Riau mengakibatkan daerah ini di temui berbagai suku, agama, budaya dan adat istiadat yang sangat komplek. Khusus masalah agama dalam rangka meujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, harus ada suatu mekanisme aturan dalam menjalankan ajaran agama terutama yang berkaitan dengan konsep kemasrakatan (dalam mendirikan rumah ibadah, penyiaran agama dll) tidak dalam kontek ibadah, yang mengikat semua agama agar terhindar dari konflik  antar umat beragama. 
Tantangan terbesar dari masyarakat majemuk adalah rapuhnya ikatan kebersamaan akibat perbedaan agama yang mudah menyulut konflik antar suku, agama, ras dan kepercayaan (SARA) jika tidak berhasil dikelola dengan baik. Konflik SARA selalu menjadi tantangan yang sangat serius bagi masyarakat yang majemuk seperti di Propinsi Kepulauan Riau. Dengan kata lain, kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan sosial dan jangan sampai ketegangan sosial meluas lagi menjadi ketegangan agama dan ini sangat berbahaya
Kerukunan hidup antar umat beragama harus dapat dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama bukanlah sesuatu yang buruk dan tidak baik, akan tetapi perbedaan dapat menjadikan rahmat untuk saling rukun, mengenal dan damai serta menikmati hidup dengan tenang tanpa adanya pertentangan, perselisihan atau konflik di dalam keberagaman. 

Dasar hukum dalam menjalankan agama di negara kita telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu pada Pasal 29 ayat 2 dimana  negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan keper-cayaannya, disamping itu keberadaan Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menegaskan kembali kemerdekaan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memasukan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan sistematis kepada sebuah kelompok atau asosiasi yang salah satunya berdasarkan identitas agama tertentu bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Dan dalam tahap implementasi di keluarkanlah Peraturan Bersama Menteri  (PBM) nomor 9/8 tahun 2006 ( tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat).  
Berpijak pada kondisi inilah, PBM No. 9 dan 8 Tahuan 2006 perlu dievaluasi agar dalam pelaksanaanya dapat di ketahui kendala-kendala yang ditemui dilapangan dalam memelihara kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama di beberapa daerah tak terkecuali di Kepulauan Riau pada tahun-tahun belakangan ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pendirian rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah setelah dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8  tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah masih menimbulkan konflik antar umat beragama. PBM yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam pendirian rumah ibadah ternyata masih menghadapi kenyataan adanya sengketa pendirian rumah ibadah. Dengan dikeluarkannya PBM pada 2006 tidak berarti konflik pendirian rumah ibadah menghilang di kalangan antar umat beragama.
C. Pertimbangan sebagai suatu Kebijakan PBM
Ada beberapa pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan PBM 2006, yaitu: (1) hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya; (3) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (4) Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; (5) Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib; (6) arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama; (7) daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (8) kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional; (9) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Evaluasi adalah suatu upaya yang sistimatis dalam mengumpulkan informasi dan atau permasalahan dan hambatan yang  dialami dalam tahap pelaksanaan serta  mencatat pula berbagai keberhasilan yang dicapai guna dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan pada proses  perencanaan proyek yang akan datang agar dapat lebih efesien dan efektif. Mengapa kita memerlukan evaluasi, dalam masalah ini ada baiknya kita  mengutip  pendapat dari  David Osbone dan Ted Gaebler  dalam bukunya yang sangat terkenal, Reinenting Government, mengenai manfaatnya (merit) belajar dari pengalaman masa lalu, baik itu berupa kegagalan (failures) maupun keberhasilan (Successes), diamana mereka mengemukakan (terjemahan bebas)  jika  kita  tidak dapat mengukur  hasil, kita tidak dapat membedakan antara keberhasilan dan kegagalan  dan jika kita tidak dapat melihat keberhasilan, kita tidak dapat belajar dari padanya, bila kita tidak dapat mengenali kegagalan, kita tidak dapat memperbaikinya.  

Dalam pasal 26 ayat 1 berbunyi bahwa Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Propinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.ayat 2 di jelasakan Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten dan Kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.
Dari pasal  26 jelaslah seharusnya biaya aktifitas FKUB adalah menjadi tangung jawab APBD, namun kenyataan dilapangan sangat sulit sekali mengalokasikan biaya yang diperuntukkan untuk FKUB, (apalagi jika anggaran itu di alokasikan dari dana pos bantuan). 

Disamping FKUB, kementerian agama dan Kesbangpol baik di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten dan Kota juga ada melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dan umat beragama (majelis  agama) dalam memberikan pemahaman terhadap PBM ini, namun kegiatan ini masih sangat terbatas dalam pelaksanaannya.
P  e  n  u  t  u  p
Kesimpulan
Umat beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama., termasuk dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan kementerian agama setempat, termasuk pertimbangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB). Semua pihak harus menghayati makna yang terkandung dalam pasal 13 PBM ayat 1,2 dan 3.
Untuk memudahkan hubungan kerja FKUB dengan pemerintaPeraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat merupakan aturan yang dirasakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perekat kerukunan antar umat beragama, dan untuk sementara dapat mencegah terjadinya konflik anatar umat beragama terutama dalam pendirian rumah ibadah.  
Keberadaan FKUB belum diberdayakan sebagai wadah tokoh-tokoh agama untuk mengelola perbedaan dan memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Dalam praktiknya, pelaksanaan PBM 2006 masih menghadapi kendala, baik dalam sosialisasi aturan, dalam pendirian rumah ibadah. Juga dalam perbedaan penafsiran terhadap isi/materi PBM, terutama dalam memahami syarat pengguna 90 orang dan 60 pendukung. 

Pemerintah masih belum memprioritaskan program kerukunan antar umat beragama. Anggaran pemberdayaan FKUB yang menjadi tanggung jawab pemerintah belum dilaksanakan sepenuhnya karena masih sedikitnya anggaran operasional FKUB. Bahkan, ada kecenderungan tidak efektifnya posisi Wakil Gubernur sebagai Ketua Penasehat FKUB karena kuasa anggaran dikendalikan oleh Gubernur sehingga Wakil Gubernur cenderung pasif dalam mengemban amanat memelihara kerukunan antar umat beragama. Antara Pemerintah Daerah dengan Kanwil Kemenag juga belum berkoordinasi secara efektif sehingga pemberdayaan FKUB belum nampak.
Saran-saran
Pemerintah hendaknya lebih serius dalam melaksanakan PBM dengan memberi perhatian serius dalam program-program pencegahan konflik antar umat beragama, terutama akibat pendirian rumah ibadah (jika dimungkinkan PBM dilakukan penyempurnaan). Pemerintah tidak hanya turun pada saat telah terjadi konflik antar umat beragama, melainkan pemerintah melakukan pencegahan secara prefentif agar tidak terjadi konflik pendirian rumah ibadah lebih luas lagi menjadi konflik SARA. 
Sosialisasi PBM perlu digarap dengan serius hingga ke akar rumput dan menjangkau ke wilayah yang luas. Sosialisasi PBM tidak hanya beredar di lapisan masyarakat atas atau tokoh masyarakat di beberapa daerah. Hal ini diperlukan keseriusan pemda dalam mendukung  FKUB terhadap kebutuhan anggaran.
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